BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka
penyimpulan akhir tentang implementasi Program BUMDes (Badan Usaha Milik
Desa) di Desa Batnes secara umum hanya berjalan dua tahun, dilihat dari
berjalannya program BUMDes hanya dua tahun saja, karena ada beberapa hal
yangmasih perlu diperbaiki seperti hal-hal sebagai berikut.

Pertama, bahwa Pelaksanaan Program BUMDes di Desa Batnes pada
kenyataanya tidak memilki dasar kebijakan yang kuat di Desa atau dalam hal ini
tidak ada Peraturan di Desa tentang BUMDes karena hanya mengacu pada
PERDA dan Undang-Undang yang ada. Tidak ada sosialisasi Pemerintah Daerah
ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDes maupun sosialisasi Pemerintah desa
kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan di Desa
Batnes sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui mengenai program
BUMDes.

Kedua, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BUMDes di
Desa Batnes ini adalah jika dilihat dari tingkat pendidikan dari 8 orang para
pengelola BUMDes masih ada yangbelum Paham tentang pengelolaan BUMDes
sehingga sebagian apa yang mereka lakukan tidak ada transparansi seperti dalam
sistem administrasinya. dan tidak adanya pelatihan dan pengawasan dari
pemerintah ke pengurus BUMDes dalam melaksanakan Program BUMDes.

Ketiga, sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program BUMDes

dianggarkan oleh pemerintah Desa dari dana desa sangat tidak cukup untuk
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menjalankan setiap program BUMDes, para pelaksana berharap ada bantuan dana
yang cukup sehingga bisa memberdayakan masyarakat dan menambah program
lebih banyak lagi.

Keempat. Sarana yang kita digunakan pada pelaksanaan program
BUMDes Desa Batnes itu ada tapi sarana yang digunakan itu hanya bersifat
sementara seperti alat timbang untuk menimbang hasil bumi, dan peralatan yang
digunakan untuk membuat anggur jahe itu pengurus menggunakan peralatan milik
pribadi dan itu digunakan hanya untuk memperlancar pelaksanaan program
BUMDes saat awal pendirian BUMDes Desa Batnes. Dan untuk prasarana yang
digunakan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Batnes itu juga tidak ada
karena reancana untuk mengadakan fasilitas BUMDes itu ketika saat program
BUMDes sudah berkembang namun pada tahun ketiga BUMDes di Desa Batnes
sudah tidak berjalan lagi sehingga rencana untuk mengadakan fasilitas BUMDes
juga tidak terlaksana.

Kelima, sikap/kecenderungan para pelaksana sangat diterima baik oleh
semua pihak dengan penguatan kelembagaan dengan membentuk pelaksana
operasional BUMDes dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Tentang Desa dan
Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 38 Tahun 2015 namun
perlu ada komitmen untuk pembuatan payung hukum tingkat Desa.

Keenam kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para pemerintah
Desa, pemerintah daerah dan para pelaksana BUMDes dan jadwal rutin atau rapat
tri wulan untuk membicarakan BUMDes karena pemerintah Desa lebih fokus

dengan program yang lain ada di Desa.
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Ketujuh lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat desa batnes

sangat kondusif dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan program

BUMDes di Desa Batnes.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa

rekomendasi yaitu sebagai berikut.

1.

Membuat payung hukum di Desa, sehingga para pelaksana BUMDes
memiliki acuan dalam melaksanakan Program BUMDes.

Perlu adanya Sosialisasi, pelatihan dan pengawasan terkait program
BUMDes untuk masyarakat dan pengelola BUMDes baik dari
Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Melakukan penyegaran pengurus dengan melakukan pergantian pengurus

dengan keahlian dibidangnya dan melakukan penguatan kapasitas .

. Pemerintah Desa harus menganggarkan Dana yang cukup dan sesuali

kebutuhan Program BUMDes sehingga pengelola BUMDes mengadakan

Sarana dan Prasana untuk BUMDes..

. Harus adanya pola komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengelola

BUMDes, pemerintah Desa maupun dengan Pemerinta Daerah dengan
melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas
perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat

diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Batnes.
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